REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMORKEP. 1 /SES/HK/01/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN II
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan
lancar, efektif, dan efisien, perlu diangkat Pejabat Pembuat
Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor KEP.83/M.PPN/HK/06/2022
tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sckretaris  Kementerian ~ Perencanaan  Pembangunan

Nasional ...



Mengingat

Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen II
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan
Manajemen 1II Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4255);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor &80 Tahun 2021 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor ...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  SEKRETARIS  KEMENTERIAN  PERENCANAAN
PEMBANGUNAN  NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN II
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Mengangkat:
Nama : Karyoto, S.50s.
NIP  : 19740707 199802 1 001

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Dukungan
Manajemen II  Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

4. menyusun perencanaan pcngadaan;

=

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

o o

menetapkan rancangan kontrak;

o

menetapkan HPS;

o

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

2. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

i. mengendalikan kontrak;

j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA,;

1. menyerahkan ...



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m. menilai kinerja Penyedia;

n. menetapkan tim pendukung;

0. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari
PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain
dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik
atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA
atau dokumen anggaran lainnya.

Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan
negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini
dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan,
dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila
tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen II
Kementerian = Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

KEDELAPAN : ...



KEDELAPAN :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN M-
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TAUFIK HANAFI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri PPN/Kepala Bappenas;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

Inspektur Utama, Bappenas;

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS SELAKU
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NOMOR KEP.1 /SES/HK/01/2023

TANGGAL 2 JANUARI 2023

TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN II
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nama/NIP Tanda Tangan Paraf

Karyoto, S.Sos
NIP 19740707 199802 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen Program
Dukungan Manajemen II Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ /u/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

W

TAUFIK HANAFI



